
2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Peruridang-Undangan (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahuri 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

l. Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana diubah dengan dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 2 Tahuri 2008 tentan.g Partai Politik
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5189);

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 32 ayat (1) huruf
c, ayat (3), ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pas a! 43, Pasal 44,
Pasal 45, Pasal 46, Pasal 102 ayat (1), Pasal 149 ayat (2),
Pasa!158, Pasa! 159, Pasa!160, Pasa! 161, Pasal 162, Pasal
163, Paswal 164, Pasa! 165, Pas a! 167, Pasal 168, Pasal

I169, Pasal 170, Pasa! 171, Pasal 174, ayat (8), ayat (9),
Pasal 175, Pasal 176 ayat (2), (3), (5), Pasal 177, Pasal 179,
Pasa} 180, Pasal 18], Pasa! 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), ayat (5), PasaL 192 Undang-Undang Nomor 08
Tahun 2012 tentang Pemilihan Umurn Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah , perlu menetapkan Peraturan
Kornisi Pemilihan Umum ten tang Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam
Penyelenggaraan Pernilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

Menimbang

KOMISI PEMILIHAN uMUM,

I TENTANG

PEMBENTUKAN DAN 'rATA KERJA PANITIA PE1\ULIHAN LUAR NEGERI DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PJ~lVIUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM
PENYELENGGARAAN lPEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT TAHUN'2014

KOM69§ IP'EMILIHAN UMUNl

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMO;R 04 TAHUN 2013



Keputusan Rapat Pleno KomisiPemilihan Umum pada tanggal
23 Januari 20131;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan UmumAnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2012
(Berita Negara Republik Jndonesia Tahun 2012 Nomor
1205);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi pemi~han Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provi~~i, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
KabupatenjKota sebagaimana diubah dengan Peraturan
KomisiPemilihan UmumNomor22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
KabupatenjKota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor37 Tahun 2008, Peraturan
KomisiPemilihan UmumNomor01 Tahun 2010;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan. Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5316); I

!I
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan

Pengawas Pernilihan Umum, dan Dewan Kehormatan
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun
2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik
PeneyelenggaraPemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5246);
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Memperhatlkan



,I

I!,! '

a. mandiri;
b. jujur;
c. adil;
d. kepastian hukum;
e. tertib;
f. kepentingan umum;
g. keterbukaan;
h. proporsionalitas;

Dalam pelaksanaannya tugas PPK,PPS dan KPPS,berpedoman pada asas-asas:

Pasa12

I

1. Pemilihan Umum, eelanjutnya] disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil daJam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan
Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. KomisiPemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU,adalah lembaga penyelenggara
Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan
Pemilu.

4. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang
dibentuk oleh KPUuntuk melaksanakan Pemilu di luar negeri.

5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, yang selanjutnya
disebut KPPSLN,adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLNuntuk melaksanakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri.

6. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah
tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri,

7. Penduduk adalah Warga Negar~ Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah
Republik Indonesia di luar negeri.

8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau lebih atau sudah/pePnah kawin.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Pasal1

BAD I
KETENTUAN UMUM

PERATURAN ROMIS} PEMILIHAN UMUM TENTANG
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
LUAR NEGERI DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA LUAR MEGERI DALAM
PENYELENGGARAANPEMILIHAN UMUM ANGGOTADEWAN
PERWAKILAN RAKYATTAHUN2014.

Menetapkan

MEMhTUSKAN :

'I
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f. surat pernyataan bermaterai cukup tidak pernah dipidana penjara
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

e. Surat KeteranganKesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit setempat;

d. surat pemyataan tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya
dalam jangka waktu 5 (lima)tahun;

c. Undang
cita-cita

b. fotocopyijazah terakhir yang dilegalisiroleh pejabat yang berwenang;

surat pernyataan setia ke~ada Pancasila sebagai dasar Negara,
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
Proklamasi 17 agustus 1945';

a. fotocopykartu tanda penduduk (KTP)yang masih berlaku;

Kelengkapanpersyaratan sebagaimana dimak~udpada Pasal (3)meliputi:

Pasa14

h. berpendidikan paling rendah SLTAatau sederajat;

1. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih.

e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat
pemyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun tidak lagimenjadi an{?gotapartai politik yang dibuktikan dengan surat
keterangan dari pengurus prai politikyang bersangkutan;

f. berdomisilidalam wilayahkerja PPLNdan KPPSLN;
II

g. mampu secara jasmani ~an rohani; .

.d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adi1;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
RepublikIndonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;

b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)tahun;

a. warga negara Republik Indonesia;

Syarat untuk menjadi anggota PPLNdan KPPSLNadalah sebagai berikut :

Pasa13

II
PERSYARATAN

ANGGO']tA PPLN DAN KPPSLN

'I

i. profesionalitas;
j. akuntabilitas;
1<:. efisiensi;dan
1. efektivitas.
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Tugas, wewenang, dan kewajiban PPt.Nadalah:
a. membantu KPU dalam rnelakukan pemutakhiran data pernilih, daftar pemilih

sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
b. membentuk KPPSLN;
c. mengumumkan daftar pemilih sementara, melakukan perbaikan data pemilih atas

dasar masukan dari masyarakat Indonesia di luar negeri, mengumumkan daftar
pemilih hasil perbaikan, serta menetapkan daftar pemilih tetap;

d. menyampaikan daftar pemilih warga negara Republik Indonesia kepada KPU;
e. melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ditetapkan oleh KPU;
f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLN dalam

wilayah kerjanya dan hasil pemungutan suara-melalui pos;
g. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPSLNdiwilayah kerjanya;
h. menyerahkan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada KPU;
1. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara;
.J. melakukan evaluasi dan membuat Iaporan setiap tahapan penyelenggaraan

Pemilu di wilayah kerjanya; '!f
k. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan Iatau yang berkaitan

dengan tugas dan wewenang PPtiN kepada masyarakat Indonesia di luar negeri;
l. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang

undang.

DAB IV
TUGAS, WEWENANG,DAN KEWAJmAN

'I

!~ Pasa17

(2) KPPSLNberkedudukan di Tempat Pemungutan Suara di luar negeri ..

(1) PPLNberkedudukan di Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal6

(3) PPLNmembentuk KPPSLN.

(2) PPLNsebagaimana dimaksud pada ayat (1)dibentuk oleh KPU.

Indonesia.

(1) Untuk melaksanakan Pemilu anggota DPR di daerah pemilihan Daerah Khusus
Ibukota Jakarta II meliputi Kot~adya Jakarta Pusat, Luar Negeri, dan Kotamadya
Jakarta Selatan, di luar negeri dibentuk PPLN disetiap Perwakilan Republik

Pasa15

DAB III
PEMBENTUKAN DAN KJ!!DUDUKAN

tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
5 (lima) tahun atau 1ebih;
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'IPemilu;

(2) 2 (dua) anggota PPLNsebagaimana dimaksud ayat (1)mempunyai tugas:
a. 1 (satu) orang untuk mengelolaurusan teknis penyelenggaraan; dan
b. 1 (satu) orang untuk mengelola urusan tata usaha, keuangan dan logistik

(1)Anggota PPLNsebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), 2 (dua) orang dipilib dari
PegawaiNegeriSipil Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Pasa110

(3)AnggotaPPLNdiangkat dan diberhentikan oleh KPUatas usul Kepala Perwakilan
Republik Indonesia sesuai dengan wilayah kerjanya.

(2)Ketua PPLNdipilih dari dan oleh'langgota PPLN.

(1)Keanggotaan PPLN sebanyak 5 (lima) orang berasal dari wakil masyarakat
Indonesia, yang terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 4 (empat)orang anggota. II

Pasa19

BABV
KEANGGOTAAN

a. mengumumkan daftar pemilih tetap di TPSLN;
b. menyerahkan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan

Pengawas Pemilu Luar Negeri;
c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN;
d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPSLN;
e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi,

Pengawas Pemilu Luar Negeri, peserta Peinilu dan masyarakat pada hari
pemungutan suara;

f. mengamankan kotak suara setelah penghitungan suara;
g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta membuat

. '.sertifikat penghitungan suara ~bwajib menyerahkannya kepada saksi, peserta
Pemiluyang hadir dan Pengawas'Pemilu Luar Negeri;

h. menyerahkan hasil penghitung~ suara dan sertifikat hasil penghitungan suara
kepada PPLN;

i. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

j. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang
undang.

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPSLNadalah:

Pasa18
il
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il

Masa tugas KPPSLNdimulai selarnbat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum hari
pemungutan suara dan berakhir 1 (satu) bulan setelah hari pemungutan suara.

Pasal15

Masa tugas PPLN dimulai selambat-Iambatnya 6 (enam) bulan sebelum hari
pemungutan suara, dan berakhir 2 (dua)bulan setelah hari pemungutan suara.

, Pasal14

sehat jasmani dan rohani;
dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan

1. tidak pemah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima)tahun atau lebih.

. !!

a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)tahun;
c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara

RepublikIndonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17Agustus 1945;
d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adi1;
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan

yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima)tahun tidak lagi
menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
pengurus partai politik yang bersangkutan;

f. berdomisilidalam wilayah keria PPLNdan KPPSLN;
g.
h.

. I

Syarat untuk menjadi anggota pPL~l!danKPPSLNadalah sebagai berikut:

Pasal13

AnggotaKPPSLNsebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) 2 (dua) orang dipilih dari
personel Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri untuk penanganan
keamanan dan ketertiban di TPSLN. .

Pasal12

(3)AnggotaKPPSLNdiangkat dan diberhentikan oleh PPLN.

(2)Ketua KPPSLNdipilih dari dan oleh anggota KPPSLN.

(1)AnggotaKPPSLNsebanyak 7 (tuj*h) orang, terdiri dari:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
b. 6 (enam)orang anggota. II'

Pasalll
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(3)Bahanj'materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum
pelaksanaan rapat.

(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai keperIuan atas
undangan ketua PPLN.

(1)Tugas sebagaimana dimaksud d~am Pasal 13, dilaksanakan dalam rapat PPLN.

,I

'!I Pasa117
!

(4)Dalam melaksanakan tugas, anggota PPLN bertanggungjawab kepada PPLN
I'
melalui ketua PPLN.

a. membantu ketua PPLNdalam melaksanakan tugas;
b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPLN;
c. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN sebagai bahan

pertimbangan.

(3)Tugas anggota PPLNadalah:

a. memimpin kegiatan PPLN;
b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPLN;
c. mengawasi kegiatan KPPSLN;
d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;
e. melaporkan hasil pendaftaran pemilih dan jumlah penduduk kepada KPU;
f. melaporkan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala

kepadaKPU;
g. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara

bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua~orang anggota PPLN;
h. untuk mempercepat penghitungan suara, mengirimkan hasil berita acara,
. sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
melalui faksimileatau surat elektronik, atau pos elektronik kepada KPU;dan

i. melaksanakan kegiatan 1$ yang dipandang perlu untuk kelancaran
penyelenggaraan Pemilu ses~ai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU
antara lain memfasilitasi kampanye peserta Pemilu 2014.

,!
(2)Apabilaketua PPLNberha1~gan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang

anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

(1) Tugas ketua PPLNadalah:

II Pasa116. ,If.
I

Bagian Pertama
PalD.itiaPemWhan Luar Negeri

BABVI
TATAKERJA
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(3)Dalam melaksanakan tugasnyal staf sekretariat PPLNbertanggungjawab kepada
KepalaSekretariat PPLN.

(2) Staf sekretariat PPLNurusan tata usaha, keuangan, dan Iogistikmempunyai tugas
menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi, PPLN dan
pertanggungjawaban keuangan i~an logistikPemilu.

I

(1).Staf sekretariat PPLN urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas
menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRdi Iuar negeri.

Pasa122

(2)Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat PPLNbertanggung jawab kepada
PPLNmelalui ketua PPLN.

I

(1)Tugas KepalaSekretariat PPLNJ~~Uah:
a. membantu pelaksanaan tugas PPLN;
b. memimpin dan mengawasi k~~atan sekretariat PPLN;
c. melaksanakan tugas yang ditentukari oleh PPLN;dan
d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPLN.

Pasa121

(2)Apabila dalam rapat PPLN tidak dapat diambil suatu keputusan secara
musyawarah mufakat, ketua PPLNmengambilkeputusan dari suara terbanyak.

(I) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk
mufakat.

Pasa120

+
Setiap anggota PPLNmempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan
pendapat dan saran dalam rapat.

Pasa119

(2) Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab
terhadap semua hasil rapat PPLNsebagaimana dimaksud pada ayat (1).

:j

il:

(1)Rapat PPLNdiselenggarakan atas kesepakatan.anggota.

Pasa118

(4)Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dimusyawarahkan pelaksanaan
tugas pokok PPLNsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlalru.

-9-
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(5)Dalam melaksanakan tugas, ketua KPPSLNbertanggung jawab kepada PPLN
melalui ketua PPLN.

(4) Selambat-lambatnya satu hari setelah dilaksanakan pemungutan suara dan
penghitungan suara eliTPSLN,ketua KPPSLNmenyerahkan berita acara, sertifikat
hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara di TPSLNkepada PPLNdengan mendapat
pengawalan dari petugas keamanan TPSLN.

a. menyilahkan para pemilih untuk duduk dengan tertib bagi yang akan
mengikuti penghitungan suara;

b. memimpin pelaksanaan penghitungan suara dan selesai eliTPSLNserta dapat
dihadiri oleh saksi peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu dan
wargamasyarakat; dan ,~

c. menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPSLN
bersama-sama dengan sekurang-kurangnya 2 {dual orang anggota KPPSLN
serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang
ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau pimpinan
dengan sebutan lainnya partai politik tingkat pusat peserta Pemilu yang hadir.

(3)Tugas ketua KPPSLNdalam rapat penghitungan suara di TPSLNadalah:

a. memimpin kegiatan KPPSLN~!:
b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
c. mengatur para pemilih memdsuki TPSLN;
d. membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 08.00 waktu setempat;
e. mengambil sumpahjjanji para anggota KPPSLNdan saksi yang hadir;
f. membuat berita acara dan menandatangani surat suara tambahan sebanyak 2

% (dua persen), bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota
KPPSLN;

g. menandatangani surat suara; dan
h. mengakhiri kegiatan pemungutan suara pada pukul14.00 waktu setempat.

(2)Tugas ketua KPPSLNdalam pemungutan suara di TPSLNadalah:

a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus elilaksanakan kepada
anggota KPPSLNdan petugas keamanan TPSLN;

b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
c. menandatangani surat pemberitahuanjpanggilan untuk memberikan suara

kepada pemilih tetap ; dan
d. memimpin kegiatan penyiapan TPSLN;
I

( 1) Tugas ketua KPPSLNdalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan
penghitungan suara adalah:

Pasal23

'I

:I~agianKedua
Kelompok Penyelenmrara Pemungutan Suara Luar Negeri
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Penyelenggara Pemilu.

(2\Bantuan/fasilitas sebagaimana dima].<sudayat (1\ adalah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 126 ayat (1) Undang";Undang Nornor 15 Tahun 2011 tentang

(1\Biaya untuk pe1aksanaan tugas PPLNdan KPPSLNdibebankan pada anggaran
KPUdari APBNdan bantuan/fasilitas dari Kantor PerwakilanRepublik Indonesia

di Luar Negeri.

Pasa126

BABVlI
ANGGARAN

II
(2) Dalam melaksanakan tugas, petugas keamank bertanggung jawab kepada ketua

KPPSLN.

(1) Petugas keamanan TPSLN bertugas membantu KPPSLN untuk menangani
ketertiban dan keamanan di TPSLNatas petunjuk ketua KPPSLN.

Pasa125

a. membantu ketua KPPSLNdal Ib. melakukan pem rik am melaksanakan tugas;
e saan bersama-sama .

yang hadir terhadap segala s t P9~ugas keamanan TPSLNdan saksi
lak esua u yang berhubpe sanaan-pemungutan dan ghi ungan dengan persiapan

c. melaksanakan tu . pen itungan suara di TPSLN;
gas sesuai dengan peraturan d

d. melaksanakan tugas yang ditentuk 1 h' perun angan yang berlaku; danan 0 e ketua KPPSLN. .

(2) Dalam melaksanakan tugas anKPPSLN. ' ggota KPPSLNbertanggung jawab kepada ketua

(1)Tugas anggota KPPSLNadalah:

Pasal24
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AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... ,., .. NOMOR. ..... ,..... ,.

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal, .
MENTERJ HUKUM DAN HAK ASASr MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di Jakarta
15 I)e'rr11~ri "0' 3pada tanggal ., .. ,',.".,: :-:. ,_ I

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa127

BAB VIII
PENUTUP
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